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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai tindak pidana pencurian 

pratima di Bali, dan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari para 

narasumber maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang timbul 

saat putusan dijatuhkan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat Bali 

terhadap putusan Pengadilan Negeri di Bali, karena putusan tersebut 

belum mengakomodir hukum adat Bali. Putusan Pengadilan Negeri hanya 

menjatuhkan di hal-hal yang memberatkan saja terhadap pelaku pencurian 

pratima. Hakim Pengadilan Negeri di Bali tidak dapat menjatuhkan sanksi 

adat yang berupa sangaskaradana yaitu sanksi terhadap mereka yang 

berbuat jahat dengan cara melakukan serangkaian upacara adat Bali, 

arthadanda yaitu sanksi terhadap mereka yang berbuat jahat dengan cara 

membayar sejumlah uang denda, dan kasepekang yaitu sanksi terhadap 

mereka yang berbuat jahat dengan cara dikucilkan bahkan diusir dari desa 

pakraman. Sulitnya hakim untuk menyertakan ketiga jenis sanksi adat Bali 

dalam putusan dikarenakan hakim tidak punya dasar untuk menyertakan 

ketiga unsur itu.
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B. Saran-saran 

Dalam penjatuhan putusan tentang tindak pidana pelaku pencurian 

barang sakral (pratima) di Bali agar memenuhi rasa keadilan kepada 

masyarakat Hindhu sebaiknya disarankan para hakim harus bisa menggali 

hukum adat yang hidup dan dipercayai oleh masyarakat tersebut dan 

dibuatya sebuah Perda tentang pencurian barang sakral (pratima) di Bali, 

agar dalam menjatuhkan putusan hakim mempunyai dasar hukumnya. 
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